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di -
Takalar

Sehubungan dengan pengumuman. Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD
Kabupaten Takalar yang dilaksanakan pada tanggal 4 November 2023 sesuai dengan
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang
Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota, bersama ini kami mengimbau dan menyampaikan beberapa hal

sebagai berikut:

. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang
Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang
Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang
Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang
Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye
Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu.



B. Bahwa Ketentuan Pasal 276 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun
5 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

- Pemilihan Umum (UU Pemilu) mengatur:
1) Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 dan pasal 275 ayat (1)
huruf a, huruf b, huruf ¢, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf | dilgksanakan sejak 25
{dua puluh lima) hari setelah ditetapkan DCT anggota DPR, anggota DPD, anggota

DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilu anggota DPR, anggota
DPD, dan anggota DPRD sampai dengan dimulainya Masa Tenang; dan

2) Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 dan pasal 275 ayat (1)
huruf a, huruf b, huruf ¢, huruf-d, huruf e, huruf h, dan huruf | dilaksanakan sejak 15

{lima belas) hari sefelah ditetapkan Pasangan Calon unfuk Pemilu Presiden dan

Wakil Presiden sampai dengan dimulainya Masa Tenang.

C. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut dalam poin huruf B, berdasarkan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023, jadwal dan
tahapan Kampanye Pemilu akan dimulai pada tanggal 28 November 2023;

D. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 280 Pelaksana,
peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang:

a. Mempersocalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik
Indonesia,;

b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan; Negara Kesatuan Republik
indonesia;

¢. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, caion, dan/atau Peserta
Pemilu yang lain;

d. Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;

e. Mengganggu ketertiban umum; ‘
Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan
kekerasan kepada sesecrang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta
Pemiiu yang lain; |

g. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;

h.  Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;

i. Membawa atay menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda
gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan

. Menjanjikan atau memberikan wuang atau materi lainnya kepada peserta
Kampanye Pemilu.

http://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Takalar



E. Untuk menjaga ketertiban penyelenggaraan Tahapan Pemilu Tahun 2024, maka
Bawaslu Kabupaten Takalar mengimbau kepada Perusahaan Perseroan Daerah
Kabupaten Takalar untuk menaati dan mematuhi ketentuan sebagaimana telah

dimaksud di atas, demi terselenggaranya Pemilihan Umum yang Demokratis.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya

diucapkan terima kasih.

Tembusan:
1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar, sebagai laporan.

2. Arsip.
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